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KATA PENGANTAR

Pengelolaan dalam bidang administrasi  keuangan memeriukan
kecermatan, ketepatan didalam proses perencanaan pengusulan, pelaksanaan
sampai dengan pertanggungjowaban. Untuk itu diperlukan pemahaman yang
cukup tentang dasar hukum pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajok
(PNBP), tugas dan kewajiban serta mekanisme, penyusunan dan pengusulan
DUKS serta prosedur penyetoran, pencairan dan pertanggungjawaban PNBP
/DIKS

Berkenaan dengan maksud dan tujuan diatas, maka disusunlah Buku
Tata Cara Pengelolaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Universitas Diponegore.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi
penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan

Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang
memerjukan sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan

anggaran PNBP dimasa mendatang.

- Semarang, Februari 2004
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BAB I
PENDAHULUAN

Dengan berlokunya Undang-undang No. 20 tahun 1997 fentang
penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan beriakunya Peraturan Pemerintah
No. 22 tahun 1997 tentang jenis dari Penerimaan Negara Buka Pajak, maka
terjodi perubahan tata cara pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan
PNBP di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri

Undang-undang dan peraturan Pemerintah yang mendasari pengelolaan
PNBP tersebut diatas telah diaplikasikan kedalam keputusan Menteri
Keuangan RI No. 115 /KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 20C1 tentang tata cara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri
dan Suret Ederan Direktur Jenderal Anggaran No. SE-63/A/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen
(DIKS) Perguruan Tinggi yang harus diikuti oleh seluruh Pengelola Dana PNBP
di Perguruan Tinggi dengan beberapa hal yang dapat digaris bawahi, antara
lain sebagai berikut :

1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara

2. Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN

3. Untuk mengajukan Surat Permintaan: Perqjegahain (SP2) kepada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KRPKN) ditampiri dengan Rincian Rencana
Penggunaan Dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) untuk
pengguhaan 1 (satu) bulan





